
 
 

RINGKASAN 
 
 
 

PROSEDUR PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI BERKAS KASUS 

PIUTANG NEGARA (BKPN) DALAM NOTA DINAS PADA KANTOR 

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER, Nia 

Agustin Permatasari, NIM D42202153, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, 

Politeknik Negeri Jember, Bapak Omar Arief Audris (Pembimbing Lapang), dan 

Ibu Berlina Yudha Pratiwi, S.E., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing Lapang). 

Praktik magang merupakan program pembelajaran yang tercantum dalam 

kurikulum yang wajib ditempuh oleh mahasiswa selama 1 semester yang 

dijadwalkan pada semester 7 (Tujuh) dengan kurun waktu 700 jam atau 4 bulan 

efektif. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dipilih 

sebagai tempat kegiatan magang, dimana KPKNL merupakan instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan berada di bawah serta bertanggung 

jawab pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur 

memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, 

penilaian, pengurusan piutang dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) terdiri dari 5 seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan 

rincian Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Seksi 

Piutang Negara (PN), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Kepatuhan Internal 

(KI), dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

KPKNL khususnya Seksi Hukum & Informasi melaksanakan pengurusan 

Piutang Negara yang salah satunya dilakukan dengan penatausahaan Berkas 

Kasus Piutang Negara (BKPN). Penatausahaan BKPN dilakukan melalui 

beberapa tahapan, mulai dari penyerahan piutang negara yang diterima lalu 

diverifikasi oleh Seksi Piutang Negara. Setelah diteliti terkait kebenaran dan 

kelengkapan data, maka seksi tersebut menerbitkan Resume Hasil Penelitian 

Kasus (RHPK) dan Surat Pernyataan Penerimaan Piutang Negara (SP3N) untuk 

dibuatkan nomor registrasi BKPN. RHPK & SP3N dibuat 2 (dua) lampiran, satu 

untuk arsip Seksi Piutang Negara dan satunya lagi untuk arsip Seksi Hukum & 
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Informasi. Nantinya, pelaksana Seksi Hukum & Informasi akan menerbitkan Nota 

Dinas registrasi BKPN dilengkapi dengan penandatanganan dari Kepala Seksi. 

Saat ini, penatausahaan BKPN yang dilakukan KPKNL Jember selain 

secara fisik dengan menyatukan dokumen atas nama satu debitur ke dalam satu 

bundel berkas dan disimpan dalam lemari berkas, penatausahaannya juga 

dilakukan secara digital. Semua itu tidak terlepas dari pentingnya nomor 

registrasi, supaya memudahkan penyusunan berkas secara rapi dan mudah 

didapatkan ketika sedang dibutuhkan. Proses digitalisasi melalui tahap scanning, 

editing, dan uploading. 
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